
BUPATI REJANG LEBONG 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 

NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN 

BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

Menimbang • a. bahwa sehubungan adanya perubahan atas ketentuan 

mengenai Majelis Pertimbangan Kode Etik 

penyelenggaraan pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa 

untuk menyesuaikan dengan Peraturan Lembaga 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 'Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, maka 

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan 

Harang/ Jasa -'Selcretariat Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Rejang Lebong Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kode Etik 

Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa 

pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

-Penyelenggaraan "Negara yang 13etsih aan 13ebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lerribaran 'Negara "Republik 1ndonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 ten tang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 142); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
..Repuhlik Indonesia Tah1m 2001 No.mar 202, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

12. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 112 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018-"Nomor I543); 

13. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pernbahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 33 TAHUN 
2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN 
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARlAT DAERAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan 
Barang/ Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2020 Nomor 610), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Majelis pertimbangan Kode Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan 
susunan keanggotaan sebagai berikut: 
a . 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio 

oleh Inspektur; 

PARAFKORo-
KABAG \ J 
LASUBBAG ... 
STAF \ 

\ 



' ' 

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat Sekretaris 

Inspektorat; 
c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari: 

1. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 
2. Unsur Bagian Hukum; dan 
3. Unsur Inspektorat. 

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis pertimbangan Kode 

Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat 

yang berkedudukan pada lnspektorat. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal t6 ()klc ht..- 2023 

lJUPATl "REJA"NG L"EBO-WG, 

----,,r .... ...,""'""'"' ..... """'., _. __ 

SYAMSUL EFFENDI 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal t6 C,k,,/ot,-u- 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REJ G LEBONG, 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 122 

SEKDA 

OINAS 
PEMRAKARSA 

NASKAH 
PRODUK HUKUM INI 

TELAH DITELITI / 
DIK.vREKSI OLEH 
BAGIAN HUKUM 


